PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telp. : 0411 ~ 443355, 424492 423320

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat : Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar §0222

Fax. : 0411 . 424491

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor . 022/P.KWK-SS/VIV2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI SULAWES| SELATAN TAHUN 2007

KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang ¢ a bahwa unluk membernkan kesempatan kepada pasangan calon
dan/alau tim kampanye/junu kampanye wuntuk meyakinkan para
pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sera untuk lancar
dan lertibnya pelaksanaan kampanye, maka periu diatur lata cara
dan jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka periu dilelapkan
dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Selatan 1ahun 2007.

Mengingat : & Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 lentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakian Dzerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambah
Republik Indonesia Nomor 4277) sebag

an Lembaran Negara
telah diubah

lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentlang

Penelapan Peraturan Pemerinlah Pengganli Undang
Nomor 1 Tahun 2006 lentang Perubahan Kedua Atas
Uncang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

-Undang
Undang-
Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repulik

Indonesia Nomor 4631).

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemenintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun 2004 Nomor
125, Tambdahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah cengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 3 Iahun 2005 tentang Perubahan Alas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembdaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548).
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& Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2007 lentang Penyelenggara
Pemithan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2007 Nemor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 4721).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemilihan,  Pengesahan Pengangkatan  dan
Pembterhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indanesia Nomor 4480)
sedbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republix
Indonesia Nomeor 17 Tahun 2005 lentang Perubahan Atas
Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilhan,
Pengesahan Pengangkalan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 44S4) dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomer 25 Tahun 2007 lentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nemor 6 Tahun 2005 tentang Pemulihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republk indonesia
Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Repubkk
Indonesia Nomor 4719),

10. Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor £4 Tahun 2003
tentang Poa Organisasi dan Tata Kerja Kom:si Pemilihan Umum.

Kepulusan Komisi Pemilthan Umum Provinsi Sulavsesi Selatan Nomor

Me rhatikan :
PR 001/P KWK-SSA\VII12007 tentang Tahapan, Program, dan Jadual
Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2007,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS! SULAWESI

SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputuszn ini yang dimaksud dengan:

; [

38

Pemithan Umum Kepala Daerah dan Waka Kopala Daerah Provingi

selanjulnya cdisebul Pemilu gubernur dan wakil gubernur adalah sara

gubernur dan wakil gubernur secara langsung;

Sulaveoci Sclatan,
na untuk memilh

Komisi pemilihan umum provinsi, selanjulnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara

Pemilu gubemur can wakii gubemur di provinst dan komisi
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10.

11;

12.

13.

14.

185.

16.

kabupatenkota, selanjulnya disebut KPU kabupatervkcla adalah merupzkan bagua
penyelenggara pemilu di kabupatenkola;

Panitia Pemilthan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, selanjulnya disebut PPK dai
PPS adalah panilia yang dibentuk cleh KPU kabupalen/kola unluk menyelenggaraka
Pemilu gubernur dan wakil gubemur di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nam
lainnya;

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjulnya disebut KPPS zdalah kelompo
yang didbenluk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di lemps
pemungutan suara;

Tempat Pemungulan Suara yang sclanjulnya disebul TPS adalah tempat dilaksanakanny
pemungutan suara;

Dewan Penwakilan Rakyatl Daerah Provins: selanjulnya disebut DPRD Prowinsi adala
sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Pasangan caien Gubemur dan Wakil Gubemnur Sulawesi Selalan yang selanjulnya disebt
pasangan calon adalah pasangan calon yang didafiarkan cleh partai politik atau gabunga
partai politik dan telah memenuhi persyaratan unluk menjadi pesenta Pemilu Gubemur da
Waki! Gubernur Sulawesi Selalan;

Partai poliik adalah partai poltik peserta Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalat
Undang-Undang Nomor 12 Tghun 2003;

Pesena Pemiluy Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, selanjulnya disebi
Peserta Pemilu adalah pasangan cakbn yang diusulkan secara berpasangan oleh part
poltik atau gabungan panat poltik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipiih scbag.
Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Selatan:

Partai politik adalah pantai poliilik peserta Pemilhan umum sebagaimana dimaksud dalas
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2003;

Pimpinan partat pohtix acalah kelua dan sekrelans partai politik atau sebutan pimping
lainnya sesuai cengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumzh tange
partai politk yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya;
Gabungan partar politk adalah dua partai pelitik peserta Pemilinan Umum atau lebih yar
bersama-sama bersepaka! mencalonkan 1 (salu) pasangan calon gubernur dan wal
gubemur;

Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebu! tm kampanye adalah tim yar
dibentuk oich pasangan calon bersama-sama partai pelitik atau gabungan parai polt
yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye ser
bertanggungjawab alas pelaksanaan leknis penyeleriggarazan kampanye;

Kampanye Pemilu gubernur dan waki gubemur, selanjultnya disebul Kampanye adali
sualu kegiatan yang dilakukan cleh pasangan calon darnvatau tim kampanye alau ju
kampanye unluk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapalkan dukungan sebes:
besamya, dengan menawarkan visi, misi, dan pregram pasangan calon secara fisan at:
terlulis kepaca masyarakat dengan bentuk dan jacdwal waktu yang telah ditetapkan:

Juru kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untt
membdantu meyakinkan pemiih dengan menawarkan visi, mist, dan program pasang:
calon, dan

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panis
Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi, Panwas
kabupaten/kola dan Panwaslu kecamatan adalah panitia yang bersifat sementara dibent:
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi untuk mengawasi penyekengqara:
Pemilu gubernur dan wakil gubernur di wilayah provinsi. kabupatervkota dan kecamatan.
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Q)]
(2)

(3)

()

Pasal 2
Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan

yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan program tersebut, yang disampaikan
dengan cara sopan, tertib, mendidik, dan tidak provokatif.

Visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adaiah:

a. visi yailu uraian berkenaan dengan subslansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan
masyarakal yang hendak diwujudkan:

b. misi yaitu uraian berkenaan dengan kebijakan yang dizjukan dalam rangka mewujudkan
visi; dan

C. program yaitu uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi, taktis dan
operasicnal unluk melaksanakan kebijakan publik.

Pasal 3
Dalam kampanye:

a. masyarakal di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kebebasan untuk
berpartisipasi dalam menghadisi setiap kampanye; dan

b. pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan selara
dalam kampanye serla berhak unluk mendapatkan informasi atau data dan KPU
provinsi sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan fasitas umum unluk kepentingan kampanye pasangan cakon hanya
diperkenankan di tempat-tempat yang diizinkan cleh pemerintah provinsi dan pemernintah
kabupaten/kota.

BAB Il
PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

Bagian Pertama
Pedoman Kampanye

Pasal 4

Kampanye dilakukan secara bersama-sama alau secara lerpisah oieh pasangan calon
dan/atau tim kampanye alau juru kampanye.

Pasal §

Identitas lim kampanye atau juru kampanye wajib didaftarkan di KPU provinsi dengan
menggunakan formuiir Model AB-KWK bersamaan dengan waklu pendaftaran pasangan calon.

n
2)

3)

Pasal 6
Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;

Tim kampanye dan juru kampanye dapat dibentuk di tingkat provinsi, dan tngkat
kabupalen/kota;

Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk semua tingkatan ddaftarkan
secara bersamaan di KPU provinsi;
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Bagian Kedua
Jadwal Kampanye
Pasal 7

Kampanye dilakukan calam jangka waktu 14 (empat belas) har, dan berakhir 3 (tiga)
sebelum han dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

Waktu 3 (tiga) han sebelum hani dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud
Pasal 7 adalah merupakan masa tenang.

Pasal 9

Han pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripuma DPRD provinsi, dengan :
penyampa:an visi, misi, program dari pasangan calen secara berurutan dengan alokasi v
yang sama tanpa dilakukan dialog.

(n

(2)

Pasal 10

Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu, dan bentuk kampanye disusur
dielapkan oleh KPU provinsi dengan mempenimbangkan usulan dari pasangan
dan/atau tim kampanye;

Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh posangan calen dan atau tm kampany
KPU provinsi selambal-lambatnya 7 (lujuh) han sebelum pelaksanaan kampanye, de
lembusan kepada pemerintah provinsi, Panwas. Polda. dan Polres.

Bagian Ketiga
Bentuk Kampanye

Pasal 11
Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk:
pertemuan terbatas;
tatap muka dan cialog;

Te~0 000w

()

(2)

penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
penyiaran melalui radio dan atau televisi;

penyebaran bahan kampanye kepada umum;
pemasangan alal peraga di tempat umum:

rapat umum; dan

. debal publk/debal terbuka antar calon;

Pasal 12

Kampanye dalam benluk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau ge
atau tempat yang bersifat tortutup dengan jumiah pocedta tidabk molampaui kape
fuangan:

Peserta pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa alau menggunakan a
pasangan calen dan partai pelitik pengusul pasangan calon:
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(i)

)

(%)

{n

)

(3)

(<)

(H

Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan
halaman gedung atau tempat perlemuan terbatas, dan Gdak dibenarkan dipasang di luar
halaman gedung alau lempat pertemuan terbatas:

Pelaksanazn kampanye sebagaimana dimaxsud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU
provins: dan KPU kabupalern/kola dan Panwas provinsi dan Panwas kabupaten/kota
selempal paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya;

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus cisertai dengan undangan tertulis.

Pasal 13

Kampanye (alap muka dan dialog d2pat dilaksanakan dalam ruangan tlerlulup atau {erbuka
dengan jumiah peserta lidak melampauvi kapasitas ruang;

Atribul pasangan czlon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau
tempat pertemuan talap muka dan dialog, daiam radius 200 (dua ratus) meter;

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (1), disampaikan kepada KPU
provinsi dan KPU kabupaten/keta dan Panwas provinsi dan Panwas kabupaenkola
setempat paling lambat 1 (satu) han sebelumnya;

Kampanye scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dgisertai dengan undangan tertulis.

Pasal 14

Kampanye melalui media massa. dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama
kepada pasangan calon unluk menyampaikan visi, misi, dan progrom,

Media celak dan eleklronkk dapat menyediakan rubrik khusus bag: para pasangan calon
untuk penyamparan visi, misi, dan program;
Batas pemasangan iklan kampanye melalui media celak, ditentukan:

a. kampanyc uniuk seliap pasangan calon pada surat kabar atau hanan secara kumulatif
adalah 2 (cua) halaman untuk tiap minggu tiap surat kabar atau harian: dan

b. kampanye untuk pasangan calen pada surat kabar atau majalah 2tau labicid atau
mingguan secara kumulalif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit.

Pasal 15

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi. difaksanakan dalam
bentuk premesi alau iklan yang disesuakan dengan pengaturan jadwal premosi dengan
ketenluan kesempatan yang tdak digunakan cleh pasangan calon dapat dimanfaatkan
oleh pasangan calon kinnya;

Lembaga penyiaran menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara
lembaga penyiaran dan pasangan calon dan / alau tim kampanye;

Biaya preduksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau
tm kampanye;

Penyampaian maten kampanye datam bentuk promosi atau iklan melalur media cetak atau
media elektronik kepada KPU provinsi dilakukan selambat-lambatnya 3 (liga) hari sebelum
mulai kampanye.
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()

()

(2)

n

(2)

Pasal 16

Kampanye dalam bentuk promosi atau iklan Cilarang.
a. menyerang, menghina, melecehkan pesena pemilihan lainnya;

b. menggunakan efek-efek bunyi alau gambar yang dapat menimbulkan ketaku
kegelisahan, atau menyesatkan;

¢. menggunakan bahasa atau kalimat yang tidzk sopan, tidak senonoh, pormoegraf, ¢
oleh masyarakat umum dianggap ticak pantas atau lidak lazim;

d. memuat maten yang menghina suku, agama, ras, antar golongan lertentu; dan
€. mcnayangkan pada siaran atau program unluk anak-anak.

Isi siaran iklan xampanye wajb mematuhi kode etix dan kelentuan peraturan perunda
uncangan yang beraku.

Pasal 17

Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan / alau tim kampanye bersifat bet
krealf dan selanjulnya dialur cleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatar

Format siaran klan kampanye yang mirip, menyerupa: dan/atau dapat ditafsirkan sep
siaran informasi, pendidikan, hiduran, dan jajak  pendapal wajib terebin dah
dibentahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN® pada la
unluk televist dan pemberitahuan klan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada racdi

Pasal 18

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan du

siaran ikian cdiatur:

a. iklan pendck diwakiu tayang utama, Lap pasangan calon dapat menayangkan pal
banyak 6 (enam) layangan denganr durasi paling lama 90 detk seliap hari disel
lemdaga penyiaran selama masa kampanye;

b. klan perxiek diwaktu tayang biasa, bap pasargan calon dapat menayangkan pal
banyak 12 (dua belas) layangan dengan durasi paling lama 90 (sembian puluh) di
seliap han disetiap lembaga penyizran selama masa kampanye;

¢. iklan panjang diwakiu tayang utama, liap pasangan calon dapat menayangkan pal
banyak 3 (iga) tayangan dengan durasi paling-lama 3C0 (tiga ratus) detik setiap t
disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

d. iklan panjang dawakiu layarg biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan pal
banyak 6 (enam) tayangan dengan durasi paling lama 300 (tiga ratus)detik setiap
disetiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

€. acara diglog, liap pasangan calon dapal menayangkan paling banyak 1 (satu) layang
dengan durasi paling lama 90 (sembilan puluh) menit scliap hari di lembaga penyiai
selama masa kampanye; dan

f. frekuen_si dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan ca
sebagaimana dimaksud pada hunuf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e termas
bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain diluar pasangan calon dan/alau tim kampanye cilarang memesan/memasa
iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran.
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Pasal 19

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam
kampanye pertemuan lerbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempal-tempat umum
dapat berupa selebaran, almanak, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamala dengan logo
nomor urut dan gambar pasangan calon.

Pasal 20

(1) Kampanye dalam benluk pemasangan alal peraga di tempal umum, ditempatkan pada
lokasi yang dilelapkan dan / atau yang diizinkan oleh pemerintah daerah setempal, serta
tidak di fempatkan pada lempa! ibadah, rumah sakil atau lempal-tempat pelayanan
kesehalan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan bebas hambatan, dan
tempat milk perseorangan alau badan swasta kecuali izin pemilk tempal yang
bersangkutan, dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota
alauv kawasan selempal sesuai dengan peraturan daerah;

() Pemasangan alal peraga kampanye pasangan calon ditempatkan pada jarak yang tidak
mengganggu alau merusak alal peraga peseria pemiihan lainnya;

(3) Alat peraga kampanye sebagzimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2), harus sudah
dibersihkan oleh peserta pemilihan/tim kampanye yang bersangkutan paling lambat 3 (liga)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

(+) Dalam hal kelentuan sebagaimana dimgksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka
pembersihan dan pencatulan dapat dilakukan oleh petugas.

Pasal 21

(1) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh
massa darn pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya
tampung tempat-tempal tersebut, dimutai pukul 09.00 Wita dan berakhir pating lambat
pukul 18.00 Wila;

(2) Dalam kampanye rapal umum, dilarang membawa atau menggunakan gambar, simbol-
simbol, alribut, panji, dar/atau bendera pasangan calen lain.

Pasal 22

Kampanye calam bentuk debat publik/debal lerbatas antar calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf h, diselenggarakan cleh KPU provinsi dengan maten penyiaran visi, misi, dan
program masing-masing pasangan calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang
bersamaan dengan pescerta kampanye pasangan calon lainnya.

Pasal 23

Kegiatan lain yang dilakuvkan oleh pasangan calontim kampanye/partai pengusul pasangan
calon yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempal terlentu dalam masa kampanye,
terlebih dahulu menyampaikan pembentahuan tertulis kepada KPU provinsi.

Pasal 24

(1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, t3tap muka dan cialog, rapat umum, debal
publik/debat terbuka antar pasangan calon, wapb diberitahukan secara tertulis kepada
kantor kepolisian setempal, selambal-lambatinya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan;
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(2

(n

(1)

(2)

)

2)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi maksud dan lujuan, wakiu
jumiah peserta, contch alal peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye atau jun
kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contol
undangan, dan lain-lain yang sangat berhudbungan dengan pelaksanaan kampanyt
tersebut.

Pasal 25

Massa yang menghadin kampanye dengan menggunakan kendaraan bermmotor secar
rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

a. melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;

b. melanggar peraturan Ialu lintas; dan

¢. memasukt wilayah provinsi lain,

Apabila dua pasangan calon 2lau lebih melakukan kampanye rapat umum pada han yan
sama lctapi pada tempal yang berbeda, kepolisian selempal wajib mengatur rut

kedatangan dan Repulangan peserta kampanye pasangan calon lersebut, sehingga lid:
bertemu pada salu jalan.

Pasal 26

Kepolisian selempat, dapat mengusulkan kepada KPU provinsi untuk membatalka
menunda alau menghentikan pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasang:
calon dan atau tim kampanye yang bersangkulan apabila keamanan di wilay:
tempaliokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye;

KPU provinsi memuluskan pembalalan, penundaan, atau penghentian kampanye deng:
memberitahukan kepada pasangan calon dan / alau in kampanye yang bersangkutan.

Pasal 27

Keikutsertaan personil saluan lugas partai polilik atau gabungan partai politik ya
mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye, tidak dibenark
menggunakan seragam menyerupai Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Reput
Indonesia, menyimpan dan/alau membawa senjala api dan senjata tgjam, serna we
membantu kepolisian selempat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye,

Pembentukan Posko satuan lugas pasangan calon, serta pembentukan kelomp«
kelompok pendukung pasangan calon yang lidak lerdaftar dalam tim kampanye, hai
dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon /ketua tim kampanye.

Pasal 28

Apabila pasangan calon terpiih menjadi pasangan terpilin, maka visi, misi, dan progr
menjadi dokumen resmi daerah.
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BAB Il
DANA KAMPANYE

Pasal 29
Dana kampanye bersumber dari.
a. pasangan calon,
b. partai politik dan/alau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan

c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang mekpuli sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a, wajib memiliki rekening
khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud ddaftarkan kepada KPU provinsi;

Sumbangan dana kampanye sebdagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ dari
perseorangan difarang melebini Rp 50.000.000,00 (ma puluh jula rupiah) dan dan badan
hukum swasta dilarang melebihi Rp 350 .000.000,00 (tiga ratus ma puluh juta rupiah):

Pasangan calon dapal menerima dan/atau menyelujui pembiayaan bukan dalam bentuk
uang secara langsung uniuk kegiatan kampanye;

Sumbangan kepada pasangan calon yang melebihi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus
nbu rupidh) baik dalam bentuk uarng maupun bukan dalam benluk uang yang dapat
dikonversikan ke dalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada KPU provinsi mengenai jumiah
dan identitas pemberi sumbangan.

Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan aya: (5).
disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU provinss yang telah diaudit oleh kantor
akunian pubiik yang telah ditunjuk oleh KPU provinsi dalam waktu 1 (satu) han scdelum
masa kampanye dimutai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

KPU provinsi mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye
seliap pasangan calen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakal 1 (salu)
harn setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 30

Pasangan calon dilarang menenma sumbangan atau bantan lain untuk kampanye yang
terasal dan.

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga
negara asing,

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang lidak jelas idenlitasnya; dan
c. pemerintah, pemenniah daerah, BUNMN, dan BUMD.

Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lidak
dibenarkan menggunakan dana terscbut dan wajib melaporkannya kepada KPU provinsi
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan
sumbangan tersebut kepada kas daerah.

Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana d:maksud pada ayat (1) dikenai
sanksi pemratalan sebagal Pasangan calon oleh KFU provinss.
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BAB IV
LARANGAN KAMPANYE

Pasal 31

Pasangan calon, im kampanye, dan juru kampanye. serta selgp orang dilarang
melakukan kegiatan kampanye. pada waklu®

1 sebeium tanggal dimulat wakiu kampanye;

b kampanye diluar jadwal yang telzh ditentukan untuk pasangan calon;

¢ pada masatenang yaiu 3 (liga) han sebelum tanggal dan han pemunguian suara, dan
4 pada han pemungulan suara.

Segala kegiatan pasangan calen, termasuk Lm kampanye dan juru kampanye yant
dilakukan sebelum langgal dimulainya kampanye, aniara lain ulang lahun, kegiatar
sosialkebudayaan, pericmbaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan ain cengar
nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disualu tempat, 1dax diperkenankar
menampilkarmenggunakan alribul pasangan calon alau partai pendukung/pengusuy

pasangan calon.

Pasal 32

Dalam pelaksanazan kampanye, pasangan calen atau tim kampanye dilarang °

a.

b.

mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negar.
Republik Indonesia Tahun 1845,

menghina seseorang, 3Gama, suku, ras, gelongan, calcn gubemur ¢an ¢&
penyelenggara pemilihan canatau partai politik;

menghasut atau mengadu dombda panai politik, perscorangan, darvalau kelompo
masyarakat,

menggqunakan kekerasan, ancaman kekerasan alau menganjurkan penggunaan kekerasa
kepaca persecrangan, kelompok masyarakat danvatau partai politik;

mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

mengancam dan menganjurkan penggunadn kekerasan untuk mengambil alth kekuasaa
dan pemerintzhan yang sah,

merusak dan‘atau menghitangkan alal peraga kampanye pasangan calon lain;
menggunakan fasilitas dan anggaran pemenntah dan pemerintah daerah;

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

melakukan pawai atau arak-araken dengan terjalan kaki dan/atau dengan kendaraan
jalan raya;

menjanjikan dan/atau membenkan uang alau maleri lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

memasang alal peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kanlor tim kampanye, d¢
tempat yang ditetapkan pemenntah daerah dan KPU provinsi.

lon wakil gubemui

Pasal 33

(1) Dalam kampanye, pasangan c3ion alau tim kampanye dilarang melidatkan :

a hakim pada semua peradilan;
b. pejabat BUMN/BUMD,
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(2)

()
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3)

(4)

AQ

¢ pejabat strukiural dan fungsicnal dalam jabatan negeri, yailu jabatan dalam bidéng
eksekulif yang dilelapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk
didalamnya jabatan dalam kesexretanatan iembaga tertinggi atau lingg: negara, dan
kepaniteraan pengadilan;

d kepala desa alau sebutan lain; dan

e. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggola Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai pesernta kampanye dan juru kampanye.

Larangan sebagaimana cimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabia pejabat lersebul
menjadi calon gubermnur atau calon wakil gubernur.

Pasal 34

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jzbatan negern, dan kepala desa
dilarang membual kepulusan dan/atau tmdakan yang menguntungkan atau merugikan
salah salu pasangan calen,

Pejabal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi calen gubemur dan
calon wakil gubermur dalam melaksangkan kampanye lidak menggunakan fasiitas yang
lerkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cull.

Pasal 35

Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). bagi gubernur dan
wakil gubernur dibenkan oleh menten dalam negeri alas nama presiden;

Izin culi yang telah diberkan, wapb diberitahukan cleh gubemnur dan wakil gubernur
kepada KPU provinsi dan panwas sebelum pelaksanaan kampanye,

Gubernur dan wakil gubernur yang dicalonkan, cilarang melaksanakan kampanye pada
hari dan waklu yang sama, kecuah pada han pertama kampanye.

BAB Y
SANKSI KAMPANYE
Pasal 36

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar wakiu yang telah
cditetapkan oleh KPU provinsi untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (ima belas) hari
atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/alau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), diancam dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empatl) bulan
dan/alau denda paling sedikd Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)j alau paling banyak
Rp 1.000.000.000,- (satu mifiar rupiah);

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau member dana kampanye dan atau
kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dan ayal
(2). diancam dengan pidana penjara paling singkatl 4 (empat) bulan atau paling fama 24
(dua puiuh empat) bulan dcan/alau denda paling sedixit Rp 200.000.000.- (Cua ratus jula
rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.009,- (satu miiar rupiah);

Setiap oranq yang dengan sengaja mclanggar kelentuan larangan pelaksanaan kampanye
scbagaimana dimaksud pada Pasal 32 hurut 2, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf
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Pasal 37

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye scbagaimana dimaksud
pada Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa
kampanye oleh KPU provinsi:

Pasangan calon dan/atau tm kampanye yang lerbukli melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf k, berdasarkan putusen pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembalalan sebagai pasangan
calon oleh KPU provinsi;

Pembatalan sebagai pasangan czlon sebagaimana dimaksud pada ayal (2), dilakukan oleh
KPU provinsi, terhilung sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, dengan ketentuan:

a. apabila langgal putusan pengadilan pada tahap kampanye, dikenai sanksi pembaialan
setagai pasangan calon;

b. apabila tanggal putusan pengadilan pada tahap penghitungan suara, maka suara yang
dipero'eh pasangan calon dinyatakan tidak sah:

C. dpabila tanggal putusan pengadilan pada lahep penelapan calon lerpdih, maka
kedudukannya diganti oleh pasangan calon terpiih peringkal suara terbanyak
berikulnya; dan

d. pembatalan sebagai pasangan calen menggunakan formulir Model AB2-KWK
drtandatangani cleh ketua KPU provinsi, dengan ketentuan:

1) surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-
masing rangkap untuk tm kampanye dan atau Juru kampanye pasangan calon,
uniuk Panwas sesual lingkalannya, untuk Pc!da/Polres/Palsex dan KPU provinsi
sebagai arsip;

2) terhadap pembaltalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapal
melakukan kianfikasi kepada KPU provinsi selambat-lambatnya 3 (figa) han setelah
menernma pembatalan pasangan calon: dan

3) model AB2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang lelah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN
Pasal 38

Dalam mengalur jacwal kampanye, bentuk, serta tempat/iokast kampanye, dapat dilakukan
kesepakatan bersama antara pasangan calon, melalui tim kampanye dengan KPU provinsi
dan bersama-sama dengan pemerintah daerah khususnya dalam bentuk kampanye
pertemuan terbalas, tatap muka dan dialog, dan kampanye melalui media elekironix:

Hasil kesepakalan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatl dalam benta
acara kesepakalan bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye provinsi dengan KPU
provinsi dialas kertas bermaterai cukup:;

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 3

(iga) hari sebelum kampanye dimulai dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan
kelentuon disampaikan kepada :

3. pasangan calonftim kampanye;
b. KPU provinsi;
¢. pemenniah daerah;
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(71

9)

f. diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama °
(detapan belas) bulan dan/alau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupia
alau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Seliap orang yang dengan sengaja melanggar ketenluan larangan pelaksanaan kampan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf g, huruf h, huruf i, dan hunuf j dan Pasal <
ayal (1) serta Pasal 34 ayal (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (sat
tulan alau paling lama 6 (enam) bulan dan/alau denda paling secdikit Rp 100.00(
(seratus nbu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.- (salu juta rupiah);

Seliap pejabat negara, pejadal struktural dan fungsional dalam jabatan negen dan kepa
desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal ;
ayal (1), diancam dengan pxdana penjara paling singkal 1 (satu) bulan atau paling lama
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ralus ribu rupiah) al;
paling banyak Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Seliap crang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau menggang;
jalannya kampanye, diancam dergan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan at
paling lama 6 (enam) bulan dan/atau cenda paling sedi<it Rp 600.000,- (enam ratus n!
rupiah) alau paling banyak Rp 6.000.C00.- (enam juta rupiah);

Seligp orang yang dengan sengaja membernikan kelerangan yang lidak benar dala
laporan dana kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan at:
palng lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda pzling sedikit Rp 1.000.000,- (satu ju
rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Pelanggaran atas kelenluan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimakst
dalam P3asal 32 hunuf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf | yang merupakan pelanggars
lata cara kampanye dixenai sanksi:

a. penngatan lertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupt
belum tenadi gangguan. dengan menggunakan formulir (Model AB1-KWK) yar
¢itandatangani oleh ketua KPU provinsi atau keluz kelompok kefja kampanye al;
nama kelua KPU provinsi dan dibubuhi cap KPU provinsi yang bersifal final, deng:
ketentuan:

1) peringatan tertulis lersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang mas:ng-masit
rangkap untuk tm kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapal peringata
unluk Panwas sesuai lingkalannya, untuk Polri sesuvai tingkatannya, dan KF
provins: besena jajarannya sebagai arsip,

2) terhadap peringatan tertuls tersebul, tim kampanye dan atau juru kampanye dap
melakukan kiarifikasi dan alau keberatan kepada KPU provinsi beserta jajaranm
sclambat-iambatnya 3 (tiga) hari setelah menenma peringatan tertulis.

b. penghentian kegiatan kampanye dilempat lenjadinya pelanggaran atau di selun
daerah kampanye yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keaman:
yang berpotensi menyebar ke caerah lain, dengan menggunakan formulir Model AB
KWK yang ditandalangani oich ketua KPU provinsi atau ketua kelompok ker
Kampanye alas nama ketua KPU provinsi dan dibubuhi cap KPU provinsi berdasark;
hasil rapat pleno yang bersiat final, dengan ketentuan :

1) peringatan penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yar
masing-masing rangkap unluk tim kampanye dan/atau juru kampanye yar
dihenUkan kegw:atan kampanyenya, uniuk’ Panwas sesuai tingkatannya, untuk Po
sesuai lingkatannya, dan KPU provinsi beserta jajarannya sebagai 2rsip;

2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tm kampanye dan/2lau juru kampany
dapat melakukan klanfikasi kepada KPU provinsi selambat-lambainya 3 (liga) h:
selelah menenima penghentian kegiaten kampanye tersebul.
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d. Polda, Poires, dan Polsek:
€. komsi penyiaran indonesia daerzh: dan
f. Panwas sesuai tingkatannya.

Calam pelaksanaan kampanye harus mengedepankan semangatl persatuan dan kesatu:
sebagai bangsa Indonesia untuk menjamin keuluhan negara kesaluan Republik Indonesi:

Pasal 39

Lapcran dan masyarakal. pemantau dan/altau pasangan calon mengenai pclanggar.
lerhadap ketentuan kampanye, cdisampaikan kepada Parnwas sesuai Uingkatannya;

KPU provins: dapal membentuk tim monilering pelaksanaan kampanye.

BAB VIl
PENUTUP
Pasal 40

Bentuk dan jenis formulir unluk keperiuan pelaksanaan kampanye adalah sebagaima
lercantum dalam lampiran keputusan im;

Pengadaan formulir sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU provir

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetzpkan di - Makassar
Pada tanggal . 6 Juli 20C7

KETUA,
td

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Plt_'KEPala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas
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Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

Nomor 1 022/P . KWK-SS/VI2007

Tanggal : 6 Juli 2007

BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE PEMILU
KEPALA DAERAH DAN KEPALA DAERAH PROVINS| SULAWESI SELATAN TAHUN

2007, TERDIRI DARI :

1) Nama tim kampanye dan juru kampanye ( Model AB-KWK )

2) Peringatan tertulis/penghentian kampanye ( Model AB1-KWK )

3) Pembalalan pasangan czalon ( Model AB2-KWK )

4) Contoh permintaan izin cuti kampznye gubernur dan wakit gubemur (Model AB3-KWK)

5) Contonh pemberian izin cuti kampanye bagi gubemur dan wakil gubermnur (Model AB4~
KWK)
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2

%

NAMA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWES!I SELATAN TAHUN 2007

L3
T

Nama pasangan calon L S N LTI T W RO
gubemur dan wakil gubemur B vionsarsissim s

Nomorurut penelapan KPUD @  ..eeeceeeeeeeeannnae s O A TS
Nomorrekening KRUSUSBaND @ L. auciiisencssiisisississiesieis immsiahsivie
kampanye pasangan calon dan B R e R e
tim kampanye

Bersama mi mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye pasangan calon tersebut,
yaitu :

Tingkat provinsi:
1. Nama lengkap
Alamat -
Pekenaanfabalan | e eeeseearseeneeesans
2. Nama lengkap
Alamat
Pekenaanjjabalan
Tingkat kabupalen/kota:
1. Nama lengkap
Alamat
Pekerjaan/abatan
Cemikian untuk menjadi makium

.. 2007
Yang mengajukan

Catatan :

1. Jumlah nama tm kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir model AB-KWK digunakan untuk KPU provinsi.
$3
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o [ Modei AB1-KWK |
{.u= PERINGATAN TERTULIS/IPENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

ymisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
:pala Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

Dasar:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah dwbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan
Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah
Menjadi Undang-Undang.

b. Peraluran Pemerintah Republix Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemitihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Waki Kepala
Daerah, sebagzimana telah diubah dengan Peraluran Pemerntah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubzhan atas Pecaluran Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkalan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepata Daerah.

¢. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal ..................
Memutuskan:

Memberi<an peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, kepada:

Nomor dan nama pasangan calon

Nama anggota tim kampanye E s R A e e L e

Nama anggota juru kampanye e s R T T |
Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Kepala
Daecrah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-
Uncang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telzh diubah
cengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tzhun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang,
dan Pasal 63 ayal (2) Peraturan Pemerntah Republix Indonesia Nomer 6 Tahun 2005
Teatang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemitihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhenlian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan

®
..

nw

.

Makassar, ....................2007
Komisi Pemilinan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Kelua,

an. Ketua Komisi Pemiliban Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Kelompok Kerja Kempanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur
Hectuo,

tatan: 1) Jumiah nama pasangan calon qubemur dan wakil gubemur/anggota tim
npanye/anggota juru kampanye dapal disesuaikan.
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5 PEMBATALAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWES! SELATAN
1. Dasar:

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah, sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang.

b. Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nemor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Dzerzh, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2005 lentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilinan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

¢. Putusan pengadilannomor ...
¢. Rapal plenc Komisi Pemilhan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tanggal ..................
2. Memutuskan:

Membatatkan nama pasangan calon gubernur dan wakil qudbernur dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakit Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007.

Schubungan dengan telzh dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemily gubemur
dan wakil gubemur sebagaimana dimaksud calam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 68 ayatl (3) Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2005,

3. Demikian untuk dilakeanakan

Makassar, ... ... 2007
Komisi Pemilhan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
an. Ketuva Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Kelompok Kenja Kampanye Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur
Kelua,

Cap

Catatan:

1. Apabila putusan pengadiian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mutai benaku
pada tanggal setelah pengucapan sumpahfjanji kepala daerah dan wakil kepala daerah,
maka yang menandatangani pembatalan calon adalah ketua KPU.
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impiran :
: Permmnlaan Cuti Gubemur/ di -

2nhal
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Kepada

Yth, Bapak Menten Dalam Negeni

Wakil Gubernur untuk Melakukan

Kampanye Pemiihan Gubernur/ Jakarta
Wakil Gubemur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomcr 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, dengan hormat kami sampaikan permintaan cuti Gubernur/Wakil Gubernur

unluk rnelakukan kampanye Pemilu

gubemur dan wakd gubernur e :

Nama
Jabatan

Sebagai pertimbangan Bapak Menleri Dalam Negeri terlampir kami
sampaikan jadual dan jangka waklu, lempat dan lokasi kampanye.

Demikian untuk maklum

GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR ............

TTD

NAMA JELAS

jdih.kpu.go.id/sulsel


https://jdih.kpu.go.id/sulsel

MENTER! DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER!
MOBIOR. s ciniimniverainis

MENTERI DALAM NEGERI!

Menimbang : Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat 1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN:
Menatapkan -
PERTAMA : Pejabat Negara tersebut di bawah mni:
Nama
Jabatan
Terhitung muiai tanggal .......... sover: 0 ce..... dibenkan cuti untuk
melakukan kampanye Pemilu &:beanaku Guberru i
KEDUA ! Apabila dikemudian han lemyata terdapat kekeliruan dalam kcputusan ini,

akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkandi . Makassar
Pada tanggal . Juli 2007
MENTER! DALAM NEGERI
TTD
NAMA JELAS
TEMBUSAN Tembusan ine Grsampadkan:
L [
S Ditetzepkan di - Makassar
Padatanggal . 6 Juli 2007
KETUA,
ttd
Salinan Sesuai Dengan Aslinya MAPPINAWANG, S.H.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
q&la Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Nun
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